
 

 

 

 
 

 

BUPATI PADANG LAWAS 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS 

NOMOR   1   TAHUN   2024 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PADANG LAWAS, 
 

Menimbang :  bahwa memenuhi ketentuan Pasal (18) Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi 
Sumatera Utara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4754); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 



 

 

 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6864); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 



 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431); 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
799); 

 
 



 

 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas. 
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan . 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Padang Lawas. 

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah 
pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah 
daerah. 

8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas 
pelaporan lain. 

9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yan Sah adalah pendapatan asli 

daerah diluar aak asli daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipasahkan. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban asli daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan hasil 

tetap dan aset lainnya yang memberi manafaat lebih dari 1 (satu) 
periode akuntansi. 

13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD 
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak 
dapat diprediksi sebelumnya. 

14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang daerah dari pemerintah 
daerah kepada pemerintah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah desa. 
15. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

16. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebu SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

 
 
 



 

 

 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. PENDAPATAN    
 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp 47.501.937.457,00 

 1) Pajak Daerah Rp 32.797.831.148,00 

 2) Retribusi Daerah Rp 2.950.964.000,00 

 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan 

Rp 3.958.461.193,00 

 4) Lain- lain PAD yang sah Rp 7.794.681.116,00 
 B. PENDAPATAN TRANSFER Rp 1.058.939.820.672,00 

 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1.013.660.439.000,00 

 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 45.279.381.672,00 

 C. Lain-Lain PENDAPATA DAERAH YANG 

SAH 

Rp 21.680.750.000,00 

 1)  Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan 

Rp 21.680.750.000,00 

                               Jumlah Pendapatan Rp 1.128.122.508.129,00 

2. BELANJA   

 A. BELANJA OPERASI Rp 737.303.813.080,00 
 1) Belanja Pegawai Rp 434.375.001.416,00 

 2) Belanja Barang dan Jasa Rp 235.790.401.097,00 

 3) Belanja Hibah Rp 64.927.211.715,00 

 4) Belanja Bantuan Sosial Rp 2.211.198.852,00 

 
 B. BELANJA MODAL Rp 121.994.424.759,00 

 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 19.037.374.600,00 

 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 11.628.550.000,00 

 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi 

Rp 80.675.347.159,00 

 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 10.653.153.000,00 
 

 C. BELANJA TIDAK TERDUGA Rp 4.267.313.878,00 

 Belanja Tidak Terduga Rp 4.267.313.878,00 

 D. BELANJA TRANSFER Rp 292.931.029.207,00 

 1) Belanja Bagi Hasil Rp 3.574.879.515,00 
 2) Belanja Bantuan Keuangan Rp 289.356.149.692,00 

                                       Jumlah Belanja Rp 1.156.496.580.924,00 

                             Total Surplus/(Defisit) Rp (28.374.072.795,00) 

3. PEMBIAYAAN   

 A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp 28.374.072.795,00 

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

Rp 28.374.072.795,00 

          Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp 28.374.072.795,00 

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,000 

                                     Pembiayaan Netto Rp 28.374.072.7950,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah 
Tahun Berkenan 

Rp 0,00 

 
Pasal 3 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, 

terdiri atas : 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 



 

 

 

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan 

Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi. 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan 

Program Prioritas Daerah; 

10. Lampiran X Rincian Dana Tambahan Infrastuktur MenurutUrusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

11. Lampiran XI Sinkronisasi Kebijakan PemerintahKabupatenpada 

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan 

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara. 

 
Pasal 4 

 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 

Ditetapkan di Sibuhuan 
pada tanggal 8 Januari 2024

   

Plt. BUPATI PADANG LAWAS, 
 

 
 
 

AHMAD ZARNAWI PASARIBU 
 
 

Diundangankan di Sibuhuan 
pada tanggal 8 Januari 2024  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, 
 
 

 
ARPAN NST 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024 NOMOR 1 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


